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ABSTRAK 

Skrips ini berjudul “Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Lukas 

Enembe Yang Meninggal Dunia Pasca Vonis Di Pengadilan Tinggi DKI 

Jakarta” perampasan aset menjadi hal terakhir yang dapat di tempuh dalam upaya 

memulihkan kerugian negara dalam hal pelaku tindak pidana korupsi tersebut 

meninggal dunia. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah: 1. Bagaimana 

perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi Lukas Enembe yang meninggal 

dunia pasca vonis di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 2. Bagaimana konsep uang 

pengganti terhadap terpidana yang meninggal dunia dilihat dari regulasi 

pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, 

dan kasus. Hasil dari penelitian ialah perampasan aset Lukas Enembe hanya dapat 

dilaksanakan melalui jalur perdata dengan mengajukan gugatan terhadap ahli 

warisnya dan mengimplementasikan pasal 1061 KUHPerdata. Saat ini penggunaan 

konsep uang pengganti pada terpidana yang meninggal dunia terletak pada Pasal 

32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C UU PTPK. Terdapat penawaran konsep yang 

menggunakan Pasal 5 dan 6 RUU Perampasan Aset untuk menjadi dasar di masa 

yang akan datang. Terhadap konsep tersebut ahli waris memiliki batasan dalam 

menerimanya,untuk menghindari ketidakadilan dalam pembebanan uang pengganti 

atau perampasan aset milik ahli waris diluar hasil tindak pidana korupsi. 

 

Kata kunci : Perampasan Aset, Uang Pengganti, Korupsi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki lebih dari lima puluh ribu 

aturan hukum yang berlaku saat ini. Akan tetapi, hukum di Indonesia seolah-olah 

tidak bertaring saat menghadapi permasalahan korupsi. Korupsi sebagai suatu 

kejahatan atau tindak pidana yang luar biasa telah sedemikian mengakar di negeri 

ini. Korupsi dalam Black's Law Dictionary, adalah tindakan yang dilakukan dengan 

tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah dengan menggunakan jabatan 

atau karakter seseorang secara salah, untuk mendapatkan kekayaan bagi diri sendiri 

maupun orang lain, yang bertentangan dengan kewajiban dan hak-hak pihak lain. 

Korupsi dianggap sebagai tindakan kejahatan yang luar biasa karena tidak 

hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak nilai-nilai sosial, budaya, 

moral, politik, serta mengancam stabilitas hukum dan keamanan sosial. Di 

Indonesia, korupsi masih menjadi permasalahan serius yang telah merugikan hak-

hak sosial dan ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan 

yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; 

tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat 

bangsa-bangsa di dunia.1 Korupsi seringkali muncul sebagai persoalan utama dalam 

banyak kasus karena adanya penyalahgunaan kekuasaan, terutama di negara-negara 

                                                
1 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Jakarta: Alumni,  2007), 

hlm 133. 
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yang mengalami stabilitas keamanan yang rendah.2 Komisi Pemberantasan Korupsi 

di Indonesia pada 11 September tahun 2024 mengeluarkan rekapitulasi terkait 

jumlah kasus tindak pidana korupsi berdasarkan instansi.3 

Tabel 1.1 

Rekapitulasi Jumlah Kasus Tindak Pindana Korupsi 

No.  

Instansi 

 

Jumlah Kasus  

Tindak Pidana Korupsi  

Tahun 2024 

1. Kementerian 39 

2. BUMN/BUMD 34 

3. Pemerintah Kabupaten/Kota 23 

4. DPR RI 9 

5. Komisi 6 

6. Pemerintah Provinsi 14 

Sumber : Website Komisi Pemberantasan Korupsi, Statistik TPK. 

 Hasil rekapitulasi tersebut menunjukkan bahwa korupsi masih cukup tinggi 

di Indonesia. Namun, meskipun kesadaran akan tingginya korupsi di Indonesia 

telah ada, upaya untuk memeranginya masih berjalan lambat. Romli Atmasasmita 

berpendapat bahwa korupsi di Indonesia ibarat virus flu yang telah menjalar ke 

                                                
2 Sylvana, Rina, dan Elza, “Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan United 

Nation Convention Against Corruption Di Kawasan ASEAN”, Jurnal Legal Spirit (Desember 

2022), hlm. 166. 
3 Komisi Pemberantasan Korupsi, “Materi Pembalajaran Gratifikasi: Statistik” diakses 

https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi/e-learning-gratifikasi-2/materi-pembelajaran-

gratifikasi/109-statistik pada 21 Maret 2024. 

https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi/e-learning-gratifikasi-2/materi-pembelajaran-gratifikasi/109-statistik
https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi/e-learning-gratifikasi-2/materi-pembelajaran-gratifikasi/109-statistik
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seluruh lapisan pemerintahan sejak tahun 1960-an, dan upaya untuk 

memberantasnya masih menemui berbagai kendala sampai saat ini.4 

Korupsi dapat diketahui sebagai kejahatan extraordinary crime atau luar 

biasa, karena metode konvensional yang telah digunakan selama ini terbukti tidak 

efektif dalam menyelesaikan permasalahan korupsi di masyarakat. Oleh karena itu, 

penanganannya juga memerlukan pendekatan yang tidak biasa. Sementara itu, 

upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih 

menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya intensitas penegakan hukum 

terhadap korupsi, kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam aparat penegak 

hukum, koordinasi yang kurang efektif dalam penegakan hukum terhadap korupsi, 

dan masih seringnya terjadi tindak pidana korupsi dalam penanganan kasus 

korupsi.5 

Upaya pendekatan yang bersifat represif terhadap kejahatan korupsi tidak  

terbatas pada penangkapan dan penjatuhan hukuman terhadap para pelakunya, 

tetapi mencakup langkah-langkah untuk memulihkan kerugian keuangan dan 

ekonomi negara (asset recovery) juga. Pemulihann aset adalah proses penegakan 

hukum yang dilakukan oleh negara yang menjadi korban tindak pidana korupsi 

dengan tujuan untuk mencabut, merampas, dan menghilangkan hak atas aset yang 

diperoleh dari tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana tersebut. Proses ini 

melibatkan serangkaian langkah dan mekanisme hukum, baik dalam ranah hukum 

pidana maupun perdata. Aset dari kejahatan korupsi, yang berada dalam negeri 

                                                
4 Astika Nurul Hidayah, “Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka 

Pendidikan Anti Korupsi”, Jurnal Kosmik Hukum (Juni 2018), hlm. 134. 
5 Rusdi Anto, Lemahnya Moral dan Penegakkan Hukum Bagi Koruptor Kerah Putih, 

(Bandung: Pusat Studi Perencanaan dan Pembangunan Masyaraka, 2018), hlm. 1. 
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maupun luar negeri, akan ditelusuri dan dikembalikan kepada negara yang 

dirugikan. Langkah ini bertujuan memulihkan kerugian akibat korupsi dan 

mencegah pelaku menggunakan aset tersebut untuk kejahatan lain. Selain itu, 

pengembalian aset dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku 

maupun calon pelaku korupsi.6 

Menurut Brenda Grantland, perampasan aset adalah proses di mana 

pemerintah mengambil properti dari pemilik secara permanen sebagai hukuman 

atas pelanggaran yang dilakukan, tanpa memberikan kompensasi yang adil. 

Perampasan ini berbeda dengan penyitaan, di mana penyitaan berarti pengambilan 

sementara suatu barang dari pemiliknya untuk diperiksa atau dijadikan barang 

bukti, tanpa mengubah hak kepemilikan. Sementara itu, perampasan melibatkan 

penghapusan hak kepemilikan seseorang terhadap properti tersebut secara 

permanen. 

Terdapat ketentutan yang mengatur tentang benda yang dapat disita dalam 

perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHAP yaitu:7  

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian 

diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak 

pidana; 

2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan 

tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; 

3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan 

tindak pidana; 

4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak 

pidana; 

5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana 

yang dilakukan.  

 

                                                
6 Purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, (Bandung : PT. Alumni, 2007), 

hlm. 104. 
7 Indonesia, Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 

Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 39. 
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Tindakan Perampasan secara yurisprudensi diatur didalam KUHP 1946, . 

perampasan tersebut dilakukan secara limitatif sesuai dengan apa yang ditentukan 

oleh Pasal 39 ayat (1) KUHP 1946 yakni “barang-barang kepunyaan terpidana yang 

diperoleh dari kejahatan atau yang disengaja dipergunakan untuk melakukan 

kejahatan.”8 Secara umum, terdapat dua jenis proses perampasan yang umum 

digunakan di tingkat internasional untuk mengembalikan hasil kejahatan dan 

sebagai upaya penanganan, yaitu perampasan secara pidana dan perampasan secara 

perdata.9 

1. Peramapasan Secara Pidana 

Perampasan aset secara pidana, atau juga dikenal sebagai perampasan 

berdasarkan pengadilan adalah sebuah putusan in personam terhadap 

terdakwa, di mana perampasan aset terkait langsung dengan hukuman 

terhadap terdakwa. Perampasan aset secara pidana ini mengacu pada tindakan 

yang ditujukan langsung kepada individu, sehingga memerlukan bukti atas 

kesalahan terdakwa sebelum asetnya dirampas.10 

2. Perampasan Secara Perdata 

Perampasan aset melalui mekanisme hukum perdata adalah proses di 

mana aset disita tanpa terkait langsung dengan kasus pidana. Pemerintah, 

yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara, mengajukan gugatan perdata 

                                                
8 Indonesia, Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 

Tahun 1958, TLN No.1660, Ps. 39 ayat (1). 
9 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Permasalahan Hukum Seputar 

Perampasan Aset Dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan 

TPPU Dan Upaya Pengoptimalisasiannya, Cet. 1 (Jakarta: PPATK, 2021), hlm. 3 
10 Reda Manthovani, dan R. Narendra Jatna, Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan 

Hasil Kejahatan di Indonesia, (Jakarta: UAI Press, 2011), hlm. 74 
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terhadap harta atau properti yang diduga berasal dari kejahatan atau 

digunakan dalam tindak kejahatan. Gugatan in rem ini diajukan tanpa 

memerlukan adanya proses pidana atau setelah kasus pidana diputus oleh 

majelis hakim.11 

Ketentuan mengenai sanksi pidana perampasan asset yang diperoleh dari 

tindak pidana korupsi, termaktub di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa:12  

“Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau 

barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak 

pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana 

korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang 

tersebut.” 

Pemulihan aset negara yang dicuri memiliki signifikansi besar bagi 

perkembangan negara-negara berkembang, karena tujuan dari pengembalian 

tersebut tidak hanya memulihkan aset-aset negara yang hilang, tetapi juga untuk 

menegakkan supremasi hukum dengan menunjukkan bahwa tidak ada yang 

dikecualikan dari pertanggungjawaban hukum.13 Terkait dengan pemulihan aset 

(asset recovery) pemerintah juga mengeluarkan kebijakan berupa pidana tambahan 

uang pengganti dengan tujuan mengembalikan kerugian negara. Ketentuan 

mengenai pidana tambahan uang pengganti telah dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) 

huruf b Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa:14 

                                                
11 Ibid., hlm. 74. 
12 Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 

1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874, Ps. 18 ayat (1) huruf a. 
13 Marnia Erna dan Bernadeta, Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara, Seminar 

Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi melalui 

Instrumen Hukum Perdata, (Bandung: Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan, 2013), hlm. 

2. 
14 Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 

1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874, Ps. 18 ayat (1) huruf a. 
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“pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan 

harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”. Kemudian ketentuan lebih 

lanjut mengenai uang pengganti telah termuat dalam Perma No. 5 Tahun 2014 

tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.15 

Isu ini menjadi pusat perhatian dalam proses peradilan, khususnya saat 

pelaksanaan hukuman membayar uang pengganti. Negara berharap untuk 

mendapatkan kembali aset yang disalahgunakan melalui regulasi tambahan yang 

mengatur pemulihan aset dalam kasus korupsi, sebagaimana diatur pada UU 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam praktiknya, terdapat 

beberapa kendala terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti seperti 

terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti, terdakwa meninggal dunia dan 

penolakan ahli waris terdakwa.  

Korupsi pada aset milik negara bukan hanya menimbulkan kerugian bagi 

negara secara langsung, tetapi juga merugikan negara secara luas beserta seluruh 

rakyatnya. Beberapa pelaku korupsi mungkin dikenakan denda sebagai hukuman, 

namun seringkali mereka lebih memilih menjalani hukuman penjara daripada 

membayar denda tersebut. Akibatnya, kerugian yang diderita oleh negara tidak 

pernah sepenuhnya dipulihkan.16 Pelaku tindak korupsi yang dijatuhi hukuman 

tambahan berupa pembayaran uang pengganti dengan subsider penjara yang lebih 

ringan dari hukuman pokoknya menunjukkan bahwa sanksi finansial terhadap 

                                                
15 Indonesia, Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pidana Tambahan 

Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Perma No. 5 Tahun 2014, BN No. 2041 Tahun 

2014, TBN No. 8. 
16 Aliyth Prakarsa, dan Rena Yulia, “Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai 

Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum 

Prioris, (Juni 2017), hlm. 32. 
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terpidana korupsi seringkali tidak optimal. Hukuman tersebut cenderung lebih 

rendah dibandingkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan 

korupsi.17 Dalam hal proses perampasan aset pelaku yang meninggal dunia 

memerlukan beberapa tahap seperti pengalihan tuntutan untuk dilakukan secara 

perdata dan bagaimana pelaksanaan perampasan aset apabila ahli waris menolak 

untuk menerima warisan yang dijatuhkan kepadanya.  

Indonesia pada akhir tahun 2023 baru menyelesaikan kasus tindak pidana 

korupsi yang melibatkan jabatan gubernur provinsi papua, yakni Lukas Enembe 

sebagai terdakwa. Pada pengadilan tingkat pertama Lukas Enembe didakwa 

menerima suap dan gratifikasi dengan rincian sebesar 10,4 milliar rupiah berasal 

dari Piton Enumbi, dan senilai 35,4 milliar rupiah berasal dari Rijatono Lakka 

dengan jumlah keseluruhan mencapai 45,8 milliar rupiah yang berasal dari fee  atas 

anggaran proyek pembangunan di Provinsi Papua. Maka atas perbuatannya, jaksa 

penuntut umum pada pengadilan tingkat pertama menuntut Pasal 11 dan Pasal 12 

huruf a dan b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-

1 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Terhadap tuntutan tersebut kemudian 

Hakim memutus perkara terdakwa berupa pidana penjara selama 8 tahun dengan 

denda 500 juta rupiah, Hakim juga memberikan pidana tambahan uang pengganti 

sebesar 19,6 milliar dengan subsider penjara selama 2 tahun.18 

                                                
17 Marwan Mas, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 

hlm. 146. 
18 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 53/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst., hlm. 273. 



9 

 

 

Lukas Enembe pada pengadilan tingkat dua memiliki tambahan bukti berupa 

gratifikasi sebesar 1,9 milliar rupiah dari Budy Sultan. Atas tambahan bukti pada 

banding tersebut jaksa penuntut umum pada pengadilan tingkat kedua meminta 

hakim untuk memperberat pidana terhadap Lukas Enembe. Dengan adanya 

pembuktian bahwa terdakwa telah melanggar Pasal-Pasal tersebut maka 

berdasarkan pertimbangan Hakim pada putusan pengadilan tingkat dua, hakim 

menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dengan denda 1 milliar rupiah, dan 

penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 47,8 milliar dengan 

subsider penjara selama 5 tahun terhadap Lukas Enembe.19 Dua puluh hari pasca 

vonis oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Lukas Enembe dinyatakan meninggal 

dunia akibat masalah kesehatan yang dimiliki nya. Hal ini menjadi pertanyaan 

publik mengenai perampasan aset dan pengembalian uang pengganti yang 

dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia, terlebih 

adanya konsep bahwa fatwa Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan 

terkait putusan tersebut dapat dikatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht) atau 

tidak.20 

Berdasarkan uraian lataryang telah dijelasksan, penulis tertarik untuk 

mengkaji secara mendalam dan secara komprehensif terkait tentang perampasan 

aset pelaku tindak pidana korupsi Lukas Enembe yang meninggal dunia pasca vonis 

di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta konsep uang pengganti terhadap tepidana 

yang meninggal dunia dilihat dari regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi di 

                                                
19 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI., hlm. 177. 
20 Wilda Hayatun Nufus, "KPK Bicara soal Kasus Lukas Enembe yang Sudah Meninggal", 

diakses https://news.detik.com/berita/d-7145277/kpk-bicara-soal-kasus-lukas-enembe-yang-sudah-

meninggal pada 5 Maret 2024. 

https://news.detik.com/berita/d-7145277/kpk-bicara-soal-kasus-lukas-enembe-yang-sudah-meninggal
https://news.detik.com/berita/d-7145277/kpk-bicara-soal-kasus-lukas-enembe-yang-sudah-meninggal
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Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis ingin melakukan 

peneltian yang berjudul, Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Lukas 

Enembe Yang Meninggal Dunia Pasca Vonis Di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari apa yang telah di uraikan pada latar belakang di atas, maka 

rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi Lukas Enembe 

yang meninggal dunia pasca vonis di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta? 

2. Bagaimana konsep uang pengganti terhadap terpidana yang meninggal dunia 

dilihat dari regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari apa yang telah di uraikan pada latar belakang dan rumusan 

masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi Lukas 

Enembe yang meninggal dunia pasca vonis di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 

2. Untuk menganalisis dan menawarkan konsep uang pengganti terhadap 

terpidana yang meninggal dunia dilihat dari regulasi pemberantasan tindak 

pidana korupsi di Indonesia. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dapat ditarik dari tujuan penelitian diatas diantaranya 

adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan informasi kepada publik terkait perampasan aset terhadap 

terpidana yang meninggal serta upaya pemulihan aset secara in rem dan in 

personam, dan konsep uang pengganti terhadap terpidana yang meninggal 

dunia. Serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang 

dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian berikutnya terkait 

permasalahan dalam bidang hukum pidana. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran 

maupun informasi untuk para pihak yang berkaitan atau berkepentingan dan 

sebagai bahan referensi terhadap penyelesaian kasus perampasan aset pelaku 

tipikor yang sudah meninggal dunia dan penawaran konsep uang pengganti 

bagi terpidana yang meninggal dunia. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini telah ditentukan sebelumnya agar dapat 

memberikan batasan pada pengkajian dalam penelitian ini supaya menjadi lebih 

spesifik, sistematis dan tidak melenceng dari judul dan rumusan masalah yang telah 

ditetapkan. Ruang lingkupnya berkaitan dengan pemulihan aset dan perampasan 

aset pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia baik secara in rem 
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(perdata) maupun secara in personam (pidana), dan konsep terhadap uang 

pengganti bagi terpidana yang meninggal dunia dalam regulasi pemberantasan 

korupsi di Indonesia. 

 

F. Kerangka Teoritis 

1. Teori Keadilan 

Dalam karyanya "Etika Nichomachea," Aristoteles menjelaskan 

pandangannya tentang keadilan. Baginya, keutamaan tercermin dalam 

ketaatan terhadap hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis (hukum 

polis). Menurut Aristoteles keadilan adalah bentuk keutamaan yang bersifat 

umum. Theo Huijbers menambahkan bahwa Aristoteles melihat keadilan 

tidak hanya sebagai keutamaan umum, tetapi juga sebagai keutamaan moral 

yang spesifik terkait dengan perilaku manusia dalam konteks tertentu. Seperti  

menjaga hubungan baik antara individu dan menciptakan keseimbangan. 

Keseimbangan ini diukur melalui prinsip kesamaan numerik dan 

proporsional. Kesamaan numerik berarti setiap individu diperlakukan sama, 

seperti dalam hal kesetaraan di depan hukum, sementara kesetaraan 

proporsional berarti memberikan kepada setiap individu sesuai dengan hak, 

kemampuan, dan pencapaiannya.21 

Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dan keadilan 

korektif. Keadilan distributif, menurutnya, berlaku dalam hukum publik dan 

                                                
21 Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), cet. 5 

(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hlm. 241. 
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berkaitan dengan pembagian kekayaan, kehormatan, serta barang-barang lain 

di masyarakat. Sementara itu, keadilan korektif berfokus pada memperbaiki 

kesalahan, dengan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan 

atau hukuman yang sesuai bagi pelaku kejahatan. Dengan demikian, 

kompensasi dan sanksi dapat dianggap sebagai bentuk keadilan. 

2. Teori Keadilan Restoratif 

Menurut Muladi, keadilan restoratif adalah suatu pendekatan terhadap 

keadilan yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai seperti tanggung 

jawab, keterbukaan, kepercayaan, yang berpengaruh terhadap pembuatan 

kebijakan dalam sistem peradilan pidana serta praktik hukum di seluruh 

dunia. Keadilan restoratif dapat terwujud dengan memusatkan perhatian pada 

pemulihan kerugian akibat tindak pidana, mendorong dialog antara pelaku 

dan korban, serta melibatkan partisipasi masyarakat.22  

Keadilan Restoratif merupakan proses hukum yang berfokus pada 

pemulihan kerugian yang timbul atau berkaitan dengan tindak pidana antara 

kedua belah pihak, dengan tujuan mencapai keadilan atau kesepakatan 

bersama. Fokus utama dari konsep keadilan restoratif adalah mengembalikan 

situasi sebelum terjadinya tindak pidana, sehingga dalam konteks korupsi, 

pengembalian aset menjadi sarana untuk memulihkan kerugian yang diterima 

oleh negara akibat tindak pidana korupsi. 

                                                
22 Muladi, “Implementasi Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak”, Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana (September 2019), hlm. 61. 
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Pelaksanaan teori restorative dalam pemidanaan diantaranya dengan 

pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi dapat berupa tindakan:23 

a. Hukuman pidana; 

b. Gugatan perdata, di mana negara mengambil alih aset melalui 

keputusan pengadilan perdata yang didasarkan pada bukti kuat bahwa 

aset tersebut berasal atau digunakan untuk tindak pidana; dan  

c. Kerja sama internasional melalui bantuan timbal balik dalam masalah 

pidana antara negara yang menjadi korban atau negara asal dengan 

negara tempat penyimpanan aset hasil korupsi. 

3. Teori Penegakan Hukum Pidana 

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa penegakan hukum pidana 

adalah langkah yang dilakukan oleh aparat untuk memastikan adanya 

kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum, khususnya di era 

modernisasi dan globalisasi. Penegakan ini akan efektif jika berbagai aspek 

kehidupan hukum selalu menjaga harmoni dengan nilai-nilai moral yang 

berkembang dalam masyarakat beradab. Sebagai proses yang melibatkan 

banyak pihak, termasuk masyarakat, penegakan hukum pidana harus 

dipahami sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. 

Secara umum, dari sudut pandang fungsional, penerapan dan 

penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan harus 

                                                
23 Panggabean, H. P., Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi: Teori - Praktik dan 

Yurisprudensi di Indonesia, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2020). hlm. 47. 
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melalui beberapa tahapan agar dapat direalisasikan dengan efektif, tahapan 

tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Tahap Formulasi atau Tahap Kebijakan Legislatif, yaitu penegakan 

hukum pidana secara in abstracto yang dilakukan oleh badan legislatif. 

Pada tahap ini, pembuat undang-undang memilih nilai-nilai yang 

relevan dengan kondisi saat ini dan masa depan, lalu merumuskannya 

ke dalam bentuk undang-undang. Tujuan dari tahap ini adalah 

menghasilkan regulasi yang optimal, memenuhi standar keadilan dan 

efektivitas. 

b. Tahap Aplikasi atau Tahap Yudikatif, yakni penegakan hukum pidana 

yang melibatkan penerapan undang-undang oleh aparat penegak 

hukum, mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Pada tahap ini, aparat 

bertugas menegakkan hukum pidana yang telah disusun oleh badan 

legislatif, dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan dan 

efektivitas. 

c. Tahap Eksekusi, merupakan tahap penegakan hukum secara nyata oleh 

aparat pelaksana pidana. Di sini, aparat melaksanakan hukuman yang 

telah diputuskan oleh pengadilan, dengan tetap memperhatikan undang-

undang pidana yang disusun oleh badan legislatif serta 

mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan efektivitas. 

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana melibatkan tiga 

bentuk kekuasaan atau wewenang. Pertama, kekuasaan legislatif dalam tahap 

formulasi, di mana lembaga legislatif bertugas menetapkan atau merumuskan 
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tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana beserta hukuman yang berlaku. 

Pada tahap ini, sistem pemidanaan dirumuskan sebagai bentuk kewenangan 

dalam menjatuhkan pidana. Kedua, kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi, 

di mana hukum pidana diterapkan. Ketiga, kekuasaan eksekutif pada tahap 

eksekusi, yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum pidana. Mardjono 

Reksodiputro menyatakan bahwa penegakan hukum pidana adalah langkah 

yang dilakukan oleh aparat untuk memastikan adanya kepastian hukum, 

ketertiban, dan perlindungan hukum, khususnya di era modernisasi dan 

globalisasi. Penegakan ini akan efektif jika berbagai aspek kehidupan hukum 

selalu menjaga harmoni dengan nilai-nilai moral yang berkembang dalam 

masyarakat beradab. Sebagai proses yang melibatkan banyak pihak, termasuk 

masyarakat, penegakan hukum pidana harus dipahami sebagai bagian dari 

sistem peradilan pidana.24 

 

G. Kerangka Konseptual 

1. Korupsi 

Korupsi, yang berasal dari kata Latin “corruptus”, sebenarnya memiliki 

akar dari istilah Latin yang lebih tua, yaitu corrumpere. Istilah ini dapat 

diartikan sebagai tindakan ketidakjujuran, keburukan, kebejatan, suap, tidak 

bermoral, atau penyimpangan dari kebenaran, serta perilaku yang 

merendahkan atau mencemarkan nama baik seseorang. Dalam studi 

                                                
24 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan 

Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Adtya Bakti, 2005), hlm. 30. 
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kejahatan, korupsi bersama-sama dengan prostitusi dianggap sebagai 

kejahatan tertua di dunia. Diperkirakan bahwa korupsi dan prostitusi akan 

terus berlangsung selama kehidupan manusia di bumi ini.25 

Korupsi dalam Black's Law Dictionary, adalah tindakan yang dilakukan 

dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah dengan 

menggunakan jabatan atau karakter seseorang secara salah, untuk 

mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain, yang 

bertentangan dengan kewajiban dan hak-hak pihak lain. 

Meskipun ada berbagai penafsiran tentang korupsi, namun secara 

yuridis definisi dan jenis korupsi telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 

jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Secara yuridis, konsep korupsi tidak terbatas pada tindakan yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sesuai dengan 

rumusan pidana, tetapi juga mencakup tindakan yang merugikan masyarakat 

atau individu secara perseorangan. Oleh karena itu, rumusannya dapat 

dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu delik yang merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara, dan delik penyuapan, baik yang aktif 

(pihak yang memberikan suap) maupun yang pasif (pihak yang menerima 

suap). Buku yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat 

setidaknya 7 jenis korupsi yakni:26 

                                                
25 Kementerian Keuangan RI, “Hari Anti Korupsi Sedunia”, diakses 

http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/putussibau/id/data-publikasi/berita-terbaru/2834-hari-

antikorupsi-sedunia-ditjen-perbendaharaan-tahun-2018,-upaya-menjadikan-anti-korupsi-sebagai-

jatidiri.html  pada 20 Maret 2024. 
26 Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami untuk membasmi, (Jakarta: KPK, 2006), hlm. 

19. 

http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/putussibau/id/data-publikasi/berita-terbaru/2834-hari-antikorupsi-sedunia-ditjen-perbendaharaan-tahun-2018,-upaya-menjadikan-anti-korupsi-sebagai-jatidiri.html
http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/putussibau/id/data-publikasi/berita-terbaru/2834-hari-antikorupsi-sedunia-ditjen-perbendaharaan-tahun-2018,-upaya-menjadikan-anti-korupsi-sebagai-jatidiri.html
http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/putussibau/id/data-publikasi/berita-terbaru/2834-hari-antikorupsi-sedunia-ditjen-perbendaharaan-tahun-2018,-upaya-menjadikan-anti-korupsi-sebagai-jatidiri.html
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a. Perbuatan yang merugikan negara. 

b. Suap-Menyuap 

c. Penyalahgunaan jabatan 

d. Pemerasan 

e. Korupsi dengan Kecurangan 

f. Korupsi dengan pengadaan 

g. Korupsi dengan gratifikasi 

Tindak pidana korupsi yang juga dikenal sebagai tindakan 

menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu, adalah suatu tindakan 

yang merugikan individu, bangsa, dan negara itu sendiri. Unsur-unsur tindak 

pidana korupsi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang 

merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.  

2. Perampasan Aset 

Perampasan dapat dianggap setara dengan confiscation, dalam UNCAC 

definisi confiscation terdapat pada artikel 2 huruf g, yang diterjemahkan 

UNODC sebagai "Perampasan," yang mencakup penerapan denda jika dapat 

diterapkan, yang merujuk pada penghapusan kekayaan secara permanen 

sesuai dengan putusan pengadilan atau badan berwenang lainnya.27  

Perampasan atau pengembalian aset merupakan bagian dari sistem penegakan 

hukum yang dilakukan oleh negara yang menjadi korban tindak pidana 

                                                
27 United Nations, United Nations Convention Against Corruption 2003, diterjemahkan oleh 

United Nations Office on Drugs and Crime, (Jakarta: UNODC, 2009), hlm. 7 
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korupsi. Tujuannya adalah untuk mencabut, merampas, dan menghilangkan 

hak atas aset yang berasal dari tindak pidana korupsi dari pelaku kejahatan 

tersebut melalui proses dan mekanisme hukum, baik pidana maupun perdata. 

Aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, baik yang berada di dalam 

negeri maupun luar negeri, akan dilacak, dibekukan, dirampas, diserahkan, 

dan akhirnya dikembalikan kepada negara yang menjadi korban tindakan 

korupsi. Pelakasanaan ini bertujuan untuk memulihkan kerugian negara yang 

disebabkan oleh tindak pidana korupsi tersebut. 

Pelaksanaan perampasan aset terkait dengan tindak pidana korupsi 

diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses 

perampasan aset dilakukan melalui proses pengadilan yang melibatkan jaksa 

penuntut umum dan hakim. Jaksa penuntut umum bertanggung jawab 

membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Begitupun juga aset yang dapat 

disita oleh negara atau pihak yang berwenang meliputi uang, properti, atau 

barang berharga lainnya. Dengan mengembalikan aset negara dari pelaku 

tindak pidana korupsi, kerugian yang dialami oleh negara dapat tertutupi. 

Namun, pelaksanaan perampasan aset terkait korupsi tidak selalu berjalan 

lancar karena seringkali muncul berbagai hambatan.28 

Secara umum, ada dua jenis proses perampasan yang umum diterapkan 

secara global untuk memulihkan hasil kejahatan korupsi dan sebagai upaya 

                                                
28 Dandy Caliano Anugerah, et al. “Penerapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi 

Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hukum Pidana,” Jurnal Anti Korupsi (November 2023), hlm. 

63. 
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penanganan, yaitu perampasan secara in personam, serta perampasan secara 

perdata in rem.29 

a. Peramapasan Secara In Personam 

Perampasan aset ini juga dikenal sebagai perampasan 

berdasarkan pengadilan adalah sebuah putusan in personam terhadap 

terdakwa, di mana perampasan aset terkait langsung dengan hukuman 

terhadap terdakwa. Perampasan aset ini mengacu pada tindakan yang 

ditujukan langsung kepada individu, sehingga memerlukan bukti atas 

kesalahan terdakwa sebelum asetnya dirampas.30 

b. Perampasan Secara Perdata 

Perampasan aset melalui mekanisme hukum perdata, yang 

dikenal sebagai in rem forfeiture, merupakan proses penyitaan aset 

yang tidak terkait langsung dengan kasus pidana. Dalam hal ini, 

pemerintah, yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara, mengajukan 

gugatan in rem terhadap aset atau properti yang diduga berasal dari 

kejahatan atau digunakan dalam aktivitas kriminal. Gugatan ini dapat 

diajukan tanpa memerlukan adanya proses pidana atau setelah putusan 

dalam kasus pidana telah dikeluarkan oleh majelis hakim.31 

 

 

                                                
29 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Permasalahan Hukum Seputar 

Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasiannya), hlm. 3 
30 Reda, dan Narendra, Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di 

Indonesia, hlm. 74. 
31 Ibid., hlm. 74. 
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3. Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi 

Membahas konsep uang pengganti dalam konteks tindak pidana korupsi 

merupakan tantangan karena kurangnya definisi yang diberikan oleh para ahli 

hukum. Bahkan dalam UU PTPK, meskipun menggunakan istilah uang 

pengganti, tidak ada definisi yang jelas mengenai makna dari uang pengganti 

itu sendiri. Uang pengganti merupakan bentuk tambahan dari pidana yang 

dijatuhkan pada kejahatan korupsi. Dalam sudut pandang hukum, hakim tidak 

selalu diharuskan memberikan hukuman tambahan. Akan tetapi dalam 

konteks kejahatan korupsi, hakim perlu mempertimbangkan lagi karena 

korupsi adalah pelanggaran hukum yang merugikan keuangan negara. Oleh 

karena itu, pemulihan kerugian negara menjadi prioritas utama. Salah satu 

cara untuk memulihkan kerugian tersebut adalah dengan mewajibkan 

terdakwa yang terbukti melakukan korupsi untuk mengembalikan uang hasil 

korupsi kepada negara sebagai uang pengganti.  

Meskipun uang pengganti dianggap sebagai sanksi tambahan, penting 

untuk memastikan bahwa terdakwa membayar uang pengganti sebagai 

langkah untuk memulihkan kerugian yang dialami negara. Landasan hukum 

terkait uang pengganti sebagai sanksi tambahan dalam Tindak Pidana 

Korupsi diatur dalam Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut 

menyatakan bahwa "pembayaran uang pengganti ditetapkan maksimum 

sebesar nilai harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi."  
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H. Metode Penelitian 

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode, yang 

diantaranya adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Penulis dalam penelitian ini memilih jenis penelitian normatif, yang 

merupakan penelitian yang berfokus pada analisis penerapan kaidah-kaidah 

atau norma-norma yang terdapat dalam hukum positif, dengan merujuk pada 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

Metode penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum 

ditinjau dari kepustakaan, dengan cara mengkaji bahan-bahan kepustakaan 

atau data sekunder.32 

2. Jenis Pendekatan Penelitian 

Jenis pendekatan ini menggunakan pendekatan undang-undang, 

pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. 

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)  

Pendekatan yang diambil dalam undang-undang ini dikenal 

sebagai pendekatan yuridis normatif. Pada dasarnya, pendekatan ini 

dilakukan melalui telaah terhadap berbagai peraturan perundang-

undangan yang relevan dengan isu hukum yang dianalisis. Fokus utama 

                                                
32 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, 

Ed. 1. Cet. 11 (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 13. 



23 

 

 

pendekatan ini terletak pada bahan hukum berupa peraturan perundang-

undangan yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian.33 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual merujuk pada metode yang didasarkan 

pada perspektif dan doktrin yang berkembang dalam disiplin ilmu 

hukum. Melalui analisis terhadap pandangan dan doktrin yang ada, 

peneliti dapat mengenali gagasan-gagasan yang membentuk 

pemahaman hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum 

yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.34 Dalam penelitian ini, 

penulis akan menggunakan pendekatan konseptual dengan mengangkat 

pandangan dan doktrin yang berkembang di ilmu hukum, khususnya 

yang terkait dengan tata cara perampasan aset secara in rem dan in 

personam dan konsep uang pengganti dalam regulasi pemberantasan 

tindak pidana korupsi. Penulis percaya bahwa selain mengacu pada 

peraturan perundang-undangan, memahami pandangan dan doktrin dari 

para ahli ilmu hukum, baik akademisi maupun praktisi, juga penting 

untuk mendukung penelitian melalui berbagai sumber seperti buku, 

tulisan, dan pendapat lisan. 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus ini berasal dari analisis kasus-kasus serupa 

yang terjadi sebelumnya di Indonesia, khususnya yang secara langsung 

                                                
33 Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Ed. revisi, 

Cet.4, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 133. 
34 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 135. 
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terkait dengan isu yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu 

keterlibatan pihak ketiga dalam kasus korupsi. Pendekatan ini dianggap 

penting karena dapat memberikan wawasan mengenai sejauh mana 

penerapan hukum yang telah ada dan keputusan yang telah diambil 

sesuai dengan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Dengan demikian, dapat membantu penyesuaian yang lebih 

baik dengan ketentuan perundang-undangan apabila muncul 

permasalahan serupa di masa yang akan datang. Pada pendekatan ini 

penulis mengambil kasus tipikor Lukas Enembe selaku Gubernur 

Provinsi Papua. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Penulis menggunakan data sekunder dalam membantu menyelesaikan 

penelitian ini. Data sekunder ini merujuk pada informasi yang diperoleh 

secara tidak langsung melalui berbagai sumber, seperti peraturan perundang-

undangan, buku, dan dokumen lainnya. Pada penelitian ini, data sekunder 

dibagi menjadi tiga kategori bahan hukum yakni sebagai berikut.35 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum ini adalah bahan pustaka yang berisikan 

pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir yang mencakup peraturan 

                                                
35 Hajar M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih, (Pekanbaru: 

Suska Press, 2015), hlm. 181. 
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perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum.36 Bahan 

hukum primer yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah: 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 

tentang Peraturan  Hukum Pidana.  

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 

tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP). 

3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung. 

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 

7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak 

Pidana Korupsi. 

9) Putusan Pengadilan Negeri pada perkara yang terkait dengan 

pokok bahasan, yaitu Putusan 52/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah referensi pustaka yang 

memberikan penjelasan dan dukungan terhadap isi dari bahan hukum 

                                                
36 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 

hlm. 29. 
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primer dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan 

mencakup berbagai jenis literatur hukum, seperti buku-buku, jurnal, 

makalah, dan sumber-sumber hukum lainnya yang relevan dengan 

penyusunan skripsi ini.37 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum ini yang juga dikenal sebagai bahan hukum 

penunjang, merujuk pada materi yang membantu menjelaskan bahan 

hukum primer dan sekunder. Jenis bahan ini melibatkan sumber-

sumber seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan referensi 

hukum lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis terapkan dalam 

penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Pendekatan ini melibatkan 

peneliti dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber bahan hukum, 

termasuk perundang-undangan atau penelitian literatur melalui karya tulis 

seperti buku-buku, laporan penelitian, jurnal, makalah, artikel, serta 

dokumentasi dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan 

yang kuat dengan permasalahan yang sedang diteliti.38 

                                                
37 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 

hlm. 30. 
38 Zainuddin Ali, Metodologi Penelitian Hukum, Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 

hlm.107. 
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisis data hukum yang diperoleh akan dilakukan melalui pendekatan 

deskriptif kualitatif. Pendekatan ini mengimplikasikan bahwa data yang 

sebenarnya akan dikumpulkan, diatur, diproses, dan dianalisis untuk 

memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan yang tengah 

diselidiki. Penelitian dengan jenis deskriptif kualitatif sering diterapkan untuk 

menganalisis peristiwa, fenomena, atau situasi dalam konteks sosial. 

Deskriptif kualitatif, menurut definisi Sugiono, merupakan penelitian yang 

mendeskripsikan data sesuai dengan keadaan sebenarnya dan menjelaskan 

data melalui kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif.39 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Dalam penelitian ini, teknik penarikan kesimpulan akan menggunakan 

metode induktif, yang merujuk pada suatu pendekatan khusus dalam menarik 

kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus 

dengan menggunakan rasio atau penalaran. Pendekatan ini memungkinkan 

peneliti untuk menyusun kesimpulan berdasarkan pola umum atau aturan 

yang ditemukan dalam data, mengarah kepada pemahaman yang lebih 

spesifik.40 

 

                                                
39 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 27. 
40 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet. 2, (Bandung: CV Mandar 

Maju, 2016), hlm. 37. 
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